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A. Kesimpulan

1. Ketersediaan struktur dan infrastruktur komunikasi dan transportasi, listrik,
air bersih, komunikasi dan informasi, perumahan, pasar dan fasilitas
pemerintah Desa Ngingas. Terbukti dengan terwujudnya penyelenggaraan
Pemerintahan Desa yang bersih berkualitas, transparan, struktur pembagian
kerja juga tertib dilaksanakan dan pelayanan prima dalam peningkatan
pendidikan baik formal maupun non formal lebih-lebih yang berorientasi
pada keahlian serta profesionalisme. Dalam tersedianya sarana teknologi
yang modern sehingga dapat mengakses informasi dengan cepat, mandiri
dan perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar
dalam mengembangkan usahanya.

2. Tipologi masyarakat Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo
dalam membangun konstruksi Pemerintahan desa yang bersih dari korupsi,
yaitu dari pandangan orang yang sebagian mengatakan bahwa penarikan
uang berkali-kali pada masyarakat seperti mengisi kotak kaleng yang ada di
balai desa itu merupakan suatu korupsi. Sehingga citra pemerintahan desa
yang bersih dalam pandangan masyarakat memiliki dua pandangan yang
berbeda, ada yang mengatakan bahwa pemerintahan Desa Ngingas baik dan
sebagian lagi mengatakan kurang baik. Sebab dana alokasi desa yang 70%
tidak tahu digunakan buat apa, meskipun pihak pemerintahan mengatakan

dana sisa tersebut tidak diberikan oleh kecamatan namun sebagian
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masyarakat tidak percaya begitu saja dengan alibi seperti itu. Tapi
sebagian lagi percaya kalau penggunaan dana tersebut dialokasikan untuk
masyarakat sebab pembangunan masyarakat yang ada di Desa Ngingas

Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo lebih sejahtera dan makmur.

B. Saran

Dari uraian diatas bahwa pemerintah desa yang bersih merupakan
salah satu contoh agar pejabat yang di pemerintah pusat dapat menyadari
bahwa korupsi itu merugikan buat kehidupan rakyatnya, dengan adanya
pemberantasan korupsi dan gerakan anti korupsi maka masyarakat dapat lebih
sejahtera dan makmur, korupsi itu merupakan sesuatu yang merugikan buat
orang lain atau masyarakat, sehingga korupsi harus diberantas, khususnya di
negara kecil dan berkembang seperti halnya Indonesia. Padahal masyarakat
pada umumnya bukannya tidak menyadari bahwa korupsi telah melukai
rakyat miskin dengan terjadinya penyimpangan dana yang seharusnya

diperuntukkan terhadap pembangunan dan kesejahteraan untuk rakyat kecil.



